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Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
The Effect of Government Internal Control System and Competency Human 
Resources on Effectiveness of the Financial Management Area 
 
 
Siti Nurjannah Saleba 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pengaruh 
kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan 
yang berada di 6 (enam) dinas daerah dan bagian keuangan Setda Kota Baubau. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 73 responden, di mana data 
dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan. Analisisnya didasarkan pada 
jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan oleh 
peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan program SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
 
Kata kunci: sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya 
manusia, efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
This study aimed to examine the influence of the government internal control 
system in the effectiveness of financial management area and the influence of the 
competence human resource in the effectiveness of financial management area. 
This study used purposive sampling method. The sample in this study is the head 
of finance and financial personnel staff who are six (6) regional offices and the 
financial part of the Regional Secretariat of Baubau. The sample used in this study 
were 73 respondents, where the data were collected through questionnaires 
distributed. The analysis was based on respondents' answers were obtained 
through questionnaires distributed by the researchers. The techniques analysis 
using multiple linear regression analysis with SPSS. The results of the study 
showed a significant influence between the government internal control system 
with the effectiveness of financial management area and a significant influence 
between the competence human resources with the effectiveness of financial 
management area. 
 
Keywords: government internal control system, competence human resource, 
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1.1.1 Latar Belakang 
Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya 
merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk 
mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, 
dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga 
memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan 
daerahnya.  
Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar 
pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan, baik 
dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban 
dengan mendasarkan pada konsep value for money, sehingga tercipta 
akuntabilitas publik (public accountability). Dalam kaitannya dengan daerah, 
reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan 
perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta 
perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Ini berarti, 
reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas 
daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga 
pembenahan instrumen (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah.  
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara 
hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 
daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja 
pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu 





Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 
pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah 
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan 
efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat 
untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu 
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi 
pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-
ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, 
dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 
2002:9). 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses 
pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata 
sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. 
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan 
pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang 
dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya 
(Lamusu, 2013:17) 
Dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 
diperlukan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas laporan 
keuangan semester I tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menunjukkan beberapa kasus kerugian daerah yang terjadi di 529 




dimana berdasarkan lampiran IHPS menunjukkan perubahan opini Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah kota Baubau yaitu pada tahun 
2008 pemerintah kota Baubau mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), pada 
tahun 2009 dan 2010 berubah menjadi opini Tidak Memberikan Pendapat 
(TMP), sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 opini yang diberikan BPK 
pada pemerintah kota Baubau berubah menjadi opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). 
 
Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 
2008 s.d 2012 
 
No. Tahun Opini 
1 2008 Tidak Wajar (TW) 
2 2009 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
3 2010 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
4 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
5 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
    Sumber: BPK RI, IHPS Semester 1, 2013:lampiran 8 
 
Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota di 
Indonesia yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2013 menunjukkan adanya 
kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta 
TMP yang menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas 
pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar 
sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan 
keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan 
keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab 




cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan 
keuangan. 
 
Tabel 1.2 Opini LKPD Pemerintah Kota pada Tahun 2008 s.d 2012 
Tahun Opini Jumlah 
WTP WDP TW TMP 
2008 7 64 4 14 89 
8% 72% 4% 16% 100% 
2009 7 66 8 11 92 
7% 72% 9% 12% 100% 
2010 12 67 3 11 93 
13% 72% 3% 12% 100% 
2011 21 63 2 7 93 
23% 67% 2% 8% 100% 
2012 30 46 0 4 80 
38% 57% 0% 5% 100% 
      Sumber: BPK RI, IHPS Semester 1, 2013:42 
 
Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah, 
dan tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern 
pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern 
melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, 
serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini dapat 
dicapai jika seluruh tingkatan pimpinan menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian atas keseluruhan kegiatan. Dengan demikian, maka 




perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 
pertangggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 
efektif dan efisien (BPK RI, 2013). 
Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam 
pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Setiap lembaga pemerintah 
sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan 
risiko yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan 
apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. 
Sunarsih (2007) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan di Lingkungan 
Departemen di Jakarta. Penelitian ini membuktikan bahwa salah satu 
variabel yang digunakan yaitu kelemahan SPI berpengaruh positif terhadap 
opini disclaimer BPK. SPI didesain untuk mampu mendeteksi adanya 
kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas 
pengendalian, yang meliputi: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan; kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja; serta kelemahan struktur pengendalian intern. 
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2013 oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya 5.307 kasus 
kelemahan sistem pengendalian intern. Kasus-kasus kelemahan sistem 
pengendalian intern pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana 
yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat 
dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya 
kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam 
melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, 




prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian (BPK 
RI, 2013). 
Adapun kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi di Kota 
Baubau sebanyak 6 kasus sebagaimana dalam tabel berikut ini. 
 
Tabel 1.3 Kelemahan sistem pengendalian intern di kota Baubau 
 
No. Kelemahan sistem pengendalian intern Jumlah kasus 
1 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi 
dan pelaporan 
1 
2 Kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja 
5 
3 Kelemahan struktur pengendalian intern - 
Jumlah 6 
Sumber: BPK RI, IHPS semester 1, 2013:lampiran 11 
 
Tabel di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem 
pengendalian intern pemerintah yang berhubungan dengan efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah di Kota Baubau. Oleh karena itu, untuk 
menghindari terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan 
yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang 
berkecimpung di dunia pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, 
maka pengujian atas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah 
dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sangatlah diperlukan. 
Dalam melaksanakan pengendalian intern ini, pihak-pihak yang berkaitan 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai 




Penelitian mengenai sistem pengendalian intern telah banyak dilakukan 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2010) mengenai Pengaruh 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Bandung), menghasilkan pengujian hipotesis yang 
menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 
positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuryanto dan Afiah (2010) dalam 
penelitiannya The Impact of Internal Control, Information technology 
Utilization and the Competence of the Employees on Financial Statement 
Quality secara parsial, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 26,50%, dan pengendalian 
internal sebesar 25,96% serta teknologi informasi sebesar 13,15%. 
Selain sistem pengendalian intern pemerintah, dalam pencapaian 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi 
sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukan oleh Sutrisno 
(2009:221) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat 
diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya 
perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat 
kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan 
kehidupan masyarakat. 
Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan 
dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta 
pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan 




Pemerintah merespon tuntutan kompetensi sumber daya manusia tersebut 
dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
55/KMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi 
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012.  
Salah satu pilar yang terdapat dalam program reformasi ini adalah 
peningkatan manajemen sumber daya manusia yang dimaksudkan agar 
kementerian keuangan ke depan akan memiliki sumber daya manusia yang 
profesional dan bertanggung jawab akan meningkatkan efesiensi dan 
efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip peningkatan manajemen 
SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan sumber daya manusia yang 
kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas 
dan terukur, pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta 
keakuratan dan kecepatan penyajian informasi (Asmoko:2013). 
Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPP 
maupun LKPD, hal yang mendasar selain lemahnya sistem pengendalian 
intern adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia yang kompeten 
pada unit-unit pengelola keuangan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa sumber daya manusia yang kompeten merupakan aspek penting 
dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara sehingga 
tercipta sinergi yang optimal antara kementerian keuangan dan lingkungan 
kementerian negara/lembaga. Program rekrutmen awal sumber daya 
manusia maupun pola mutasi/rotasi/promosi pegawai pada unit pengelola 
keuangan belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal 
pelaksanaan tugas di bidang keuangan, khususnya penyelenggaraan 
kegiatan akuntansi dan pelaporan sehingga akuntabilitas keuangan 




Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan 
agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran 
organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, sehingga target 
organisasi untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen pun akan 
tercapai. Dalam instansi pemerintahan, untuk menghasilkan pengelolaan 
keuangan yang efektif dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan 
kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 
organisasional tentang pemerintahan (Kholis:2013).  
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah 
daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini 
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada 
peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang 
berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya 
pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Utomo (2012) yang menyatakan bahwa 
sebagian besar pegawai negeri bagian keuangan tidak berasal dari latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya serta belum memahami 
sepenuhnya tentang akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 
2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77 % unit pengelola 
keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh 
pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai 
pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Temuan-
temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang 




manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah.  
Penelitian mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, 
kompetensi sumber daya manusia, maupun efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah telah banyak dilakukan. Adapun perbedaan antara 
penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen, perluasan 
sampel, dan teknik pengambilan sampel yang berbeda. Berdasarkan uraian 
di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah tulisan 
dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah.”  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 
2. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis 
kemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap 




2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris 
tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan 
kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan 
yang pernah peneliti pelajari, melengkapi hasil-hasil penelitian 
sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, 
kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah, serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang 
mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang sistem 
pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam 
instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja 
pegawai dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 
yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman 




Universitas Hasanuddin. Adapun skripsi ini terdiri dari tiga bab sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai 
isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi 
pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, tinjauan empirik, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini mengurai rancangan penelitian, tempat dan waktu, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen 
penelitian, dan teknik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
 Bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis 
hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang telah 
dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan 
dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta 






2.1  Landasan Teori 
2.1.1 Teori COSO 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) menerbitkan Internal Control – Integrated Framework tahun 1994 yang 
mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan 
(operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai 
tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi 
perusahaan.  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan 
dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan 
bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen 
pengendalian intern tersebut adalah: 
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment). 
Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang 
menggambarkan: 
a. Integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia; 
d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 
e. Filosofi manajemen dan gaya operasi; 
f. Dewan direksi dan partisipasi komite audit; 






Contoh: code of conduct, pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan 
tanggung jawab, job description, dan kebijakan sumber daya manusia seperti 
pelatihan dan kompensasi. 
2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment) 
Perusahaan harus mewaspadai dan mengelola risiko yang dihadapinya. 
Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, 
produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga 
organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan 
mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko 
terkait.  
Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan 
customer, dan Balance Score Card (BSC). 
3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting Information and 
Communication System). 
Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan 
substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi 
efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan 
informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan 
sistem informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan 
mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, 
mengelola, dan mengendalikan operasinya. 
Contoh: staff meeting bulanan, news letter dari perusahaan, dan process for 
escalation of issues. 




Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 
meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi 
risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). 
Contoh: rekonsiliasi, protek user-ID dan password dan verifikasi tandatangan 
atas penarikan cek. 
5. Pemantauan (Monitoring). 
Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. 
Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring 
dengan perubahan kondisi. 
Contoh: ongoing review of operations, penilaian kinerja karyawan dan 
exception reporting. 
 
2.1.2 Teori Kompetensi Spencer 
Teori yang menjelaskan kompetensi sumber daya manusia dalam 
penulisan ini adalah teori kompetensi Spencer. Menurut teori ini, kompetensi 
mengacu pada pengetahuan, perilaku, dan kemampuan. Kompetensi adalah 
karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara 
kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu 
jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan 
konsisten dan menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon 
yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam 
bidang tertentu), dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas) 
(Spencer dan Spencer:1993).  
Berdasarkan teori ini, kompetensi terletak pada bagian dalam setiap 
manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat 




pekerjaan.  Peningkatan kemampuan merupakan strategi yang diarahkan untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sikap tanggap dalam rangka peningkatan 
kinerja organisasi. Dimensi-dimensinya dapat berupa upaya pengembangan 
sumber daya manusia, pengetahuan organisasi, dan reformasi kelembagaan. 
Dalam menghadapi pengaruh lingkungan organisasi, menuntut kesiapan sumber 
daya manusia organisasi untuk memiliki kemampuan dalam menjawab tantangan 
tersebut dengan menunjukkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan dalam 
bidang tugas dan pekerjaannya di dalam organisasi (Moeheriono:2009). 
 
2.1.3  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Definisi pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam Buku Modern 
Auditing Boynton, Johnson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Budi (2003:373) 
adalah: 
Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, 
manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk 
menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan 
dalam kategori berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku; dan (c) efektivitas dan efisiensi operasi. 
 
Konrath (2002:205), mengutip AICPA Profesional Standards, 
mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: 
The process effected by an entity’s board of directors, management, and other 
personel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 
objectives in the following categories: (a) operations Controls – relating to the 
effective and efficiency use of the entity’s resources; (b) financial reporting controls – 
relating to the preparation of reliable published financial statement; and (c) 
Compliance control – relating to the entity’s compliance with applicable laws and 
regulations. 
 
Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 





Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 
Dari pengertian pengendalian intern tersebut, terdapat beberapa konsep 
dasar sebagai berkut: 
1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. 
3. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan mutlak. 
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait, 
yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efiensi operasi. 
2.1.3.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem 
pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah 
pusat maupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut 
berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai 
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi 




1. Lingkungan pengendalian 
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 
a. peningkatan integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. kepemimpinan yang kondusif; 
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 
h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 
2. Penilaian risiko 
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas: 
a. identifikasi risiko; dan 
b. analisis risiko. 
3. Kegiatan pengendalian 
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat 
membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi 
pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses 
penilaian risiko. Kegiatan pengendalian terdiri atas: 
a. reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; 
b. pembinaan sumber daya manusia; 
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 




e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
f. pemisahan fungsi; 
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 
k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern; serta transaksi 
dan kejadian penting. 
4. Informasi dan komunikasi 
Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk 
menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah 
harus sekurang-kurangnya: 
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; 
b. mengelola, mengembangkan, dan memerbarui sistem informasi secara 
terus menerus. 
5. Pemantauan 
Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui: 
a. pemantauan berkelanjutan; 
b. evaluasi tepisah; dan 







Gambar 2.1 Unsur Sistem Pengendalian Intern 




2.1.3.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Berdasarkan buku Modern Auditing Boynton, Johnson, dan Kell yang 
diterjemahkan oleh Budi (2003:375), keterbatasan yang melekat (inherent 
limitations) adalah: 
Berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian intern, sebaik apapun ia 
dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai 
berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian sesuatu entitas, yaitu: (a) 
kesalahan dalam pertimbangan; (b) kemacetan; (c) kolusi; (d) penolakan 
manajemen; (e) biaya versus manfaat. 
 
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengendalian intern 
tidak dapat menghilangkan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan. Pengendalian intern memiliki keterbatasan yang mendasar, 
sehingga pengendalian intern hanya berfungsi untuk mengetahui masalah-
masalah dengan cepat dan menekan serendah mungkin masalah dan 
kecurangan-kecurangan yang terjadi. 
 
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia 
2.1.4.1 Pengertian Kompetensi 
Menurut Spencer dan Spencer (1993), yang dikutip oleh Sutrisno 
(2009:221) mengatakan bahwa: 
Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang 
dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi 
sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas 
kinerja individu dalam pekerjaannya. 
 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, 
menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 
dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian 
terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan 




mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil 
belajar (Sutrisno, 2009:223). 
Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi mencakup 
tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya 
manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai 
dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh 
sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikan rupa agar dapat dinilai, 
sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman 
langsung.  
2.1.4.2  Komponen Pembentuk Kompetensi 
Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen 
utama pembentukan kompetensi yaitu: 
1. Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang 
digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. 
2. Kemampuan (skill), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas 
atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku 
para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan 
efisien. 
3. Perilaku individu(attitude), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau 
reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi 
terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji. 
 
Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan 
untuk mengidentifikasi, memeroleh, dan mengembangkan kemampuan individu 
agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan 
komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, 
kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang 









2.1.5 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
2.1.5.1  Pengertian Efektivitas 
Menurut Mardiasmo (2002:134) mengemukakan definisi efektivitas sebagai 
berikut “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan 
telah berjalan efektif”. 
Pengertian efektivitas (Ardiyos, 2001) dalam kamus besar akuntansi, 
mengemukakan bahwa efektivitas diartikan sebagai berikut “effectiveness 
(efektivitas) adalah tingkat di mana kinerja yang sesungguhnya (aktual) 
sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. Menurut John dan Pendlebury yang 
dikutip oleh Halim (2004:164) mengatakan bahwa “efektivitas adalah suatu 
ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan”.  
Steers dalam Halim (2004:166) menyatakan bahwa efektivitas harus dinilai 
atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang 
maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil 
menggapai tujuan yang layak dicapai. Menurut Devas (1998:279-280) 
mengemukakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam 
mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-
cepatnya. 
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang terukur atau nilai 
yang menunjukkan prestasi (keunggulan) dari suatu manajemen yang diterapkan 
untuk mencapai tujuan.  Efektivitas lebih mengacu kepada keberhasilan dari 




2.1.5.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah sebagai 
berikut: 
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 
 
Menurut Mamesah, yang dikutip oleh Halim (2002:19) dalam bukunya 
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah mengemukakan definisi 
keuangan daerah, yaitu sebagai berikut: 
Keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan sepanjang belum 
dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah 
Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah 
sebagai berikut “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah”. Menurut Halim (2002:9) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan 
daerah berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memunyai 
kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, 
menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang 
bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 
Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai 
pengelolaan keuangan daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan APBD, 




umum daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem 
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 
2.1.5.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Halim (2004:84) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah 
adalah sebagai berikut: 
1. Tanggung jawab (accountability), pemerintah daerah harus 
memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang 
yang berkepentingan yang sah. 
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan 
dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan. 
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan 
kesempatan untuk berbuat curang diperkecil. 
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan 
dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat. 
5. Pengendalian, aparat pangawasan harus melakukan pengendalian agar 
tujuan dapat tercapai. 
Tujuan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa setiap transaksi 
keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu serta pengawasan 
dengan menggunakan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan 
barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang 
sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya, dan tepat penggunaannya. 
Pemerintah daerah harus mengurus keuangan secara memadai, sehingga 
memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. 




memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran untuk kemudian 
dibandingkan dengan rencana dan sasaran. 
2.1.5.4 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan dalam 
pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan atas dasar pemikiran adanya 
keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan 
efisien. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah.  
Pada pemerintah Kota Baubau, peraturan yang mengatur pengelolaan 
keuangan daerah yang tiap tahun diubah melalui Peraturan Walikota yaitu 
Peraturan Walikota Baubau Nomor 181 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Baubau. Pengelolaan 
keuangan daerah yang diatur dalam peraturan walikota tersebut meliputi: 
a. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, 
penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, 
laporan realisasi dan perubahan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan 
surplus APBD. 
b. Pengelolaan kekayaan dan kewajiban daerah, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban. 
c. Pengendalian intern, pengawasan dan pemeriksaan 





Terkait dengan pengendalian intern, menurut Peraturan Walikota Baubau 
Nomor 181 Tahun 2013 dijelaskan sebagai berikut: 
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan 
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang dipimpinnya. 
(2) Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan 
keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah 
yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas 
pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pengendalian intern sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; 
b. terselenggaranya penilaian risiko; 
c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; 
d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; 
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. 
(4) Penyelenggaraan pengendalian intern berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Tinjauan empirik pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 
sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber 
informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian 
sebelumnya yang dilakukan baik mengenai sistem pengendalian intern 




keuangan daerah. Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa 
hasil penelitian terdahulu antara lain yaitu: 
1. Suprayogi (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung). Populasi dari penelitian tersebut adalah pegawai dinas 
pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung dengan 
penentuan sampel probability sampling yaitu proportionate stratified random 
sampling. Variabel penelitian tersebut adalah sistem pengendalian intern 
pemerintah sebagai variabel independen sedangkan efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 
digunakan teknik statistika nonparametik dengan menggunakan persamaan 
korelasi Rank Spearman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian intern pemerintah pada DPPK Kabupaten Bandung sudah 
memadai hal ini didukung oleh indikator penelitian yaitu unsur-unsur sistem 
pengendalian intern pemerintah, efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
pada DPPK Kabupaten Bandung sangat efektif hal ini didukung oleh indikator 
penelitian yaitu tujuan pengelolaan keuangan daerah, serta terdapat pengaruh 
sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung. 
2. Lamusu dan Anggelina (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pada DPPKAD Gorontalo. Sampel dalam penelitian ini adalah 
pegawai DPPKAD Gorontalo. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 




dalah sistem pengendalian intern pemerintah. Teknik analisis data yang 
dilakukan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah 
yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan 
semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern 
pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
juga akan semakin buruk.  
3. Zalni (2013) meneliti tentang Pengaruh Komitmen Karyawan Dan Penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumateri Barat). 
Sampel dalam penelitian tersebut adalah pegawai DPKD yang terdiri dari 
kepala sub bagian dan staf keuangan. Variabel penelitian tersebut adalah 
komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern sebagai 
variabel independen sedangkan pengelolaan keuangan daerah sebagai 
variabel dependen. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan 
menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Pengolahan 
data menggunakan persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya 
menunjukkan komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern 
pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan 
daerah pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota di 
Sumatera Barat. 
4. Fadilah (2013) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Pengelola Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 




pensiun yang ada di Kota Bandung dengan penentuan sampel teknik sensus. 
Variabel dalam penelitian tersebut yakni variabel dependen kualitas laporan 
keuangan, sedangkan variabel independennya kompetensi sumber daya 
manusia pengelola keuangan dan pengendalian intern. Data yang diperoleh 
akan dianalisis menggunakan Partial Least Square (PSL) dengan 
menggunakan software visual  PSL.  Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang dilakukan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengendalian 
internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan 
dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus 
ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. 
Sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia 
sebagai variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada studi teoritis dan studi 
empiris. 
Penelitian mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi 
sumber daya manusia, maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah 
banyak dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan 
dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada sampel. Sampel 
penelitian sebelumnya adalah hanya pada pegawai dinas pendapatan dan 
pengelolaan keuangan yang terdapat di Kabupaten Bandung dan Gorontalo, 
sedangkan sampel dari penelitian saya adalah diperluas pada 6 (enam) dinas 




keuangan serta bagian keuangan Setda Kota Baubau. Teknik pengambilan 
sampelnya pun berbeda-beda.  
Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada variabel independen yang 
diteliti. Pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya terdapat variabel 
independen yaitu sistem pengendalian intern pemerintah yang akan diuji 
pengaruhnya dengan variabel dependen dalam hal ini efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. Ada pula perbedaan yang terletak pada variabel dependen, di 
mana kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern sebagai 
variabel independen akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan 
sebagai variabel dependen. 
Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan tinjauan empirik penelitian 














Gambar 2.2 Kerangka Teoritis Penelitian 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
2.4 Hipotesis 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa “untuk mencapai 
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 












pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. Suprayogi (2010) 
hasil penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Lamusu (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa 
sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang 
diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin 
baik. Berdasarkan uraian ringkas beberapa hasil penelitian di atas maka 
rumusan hipotesis 1 (H1) yaitu: 
H1 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
Menurut Guy et al. (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian 
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia 
yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan 
nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah baik pengukuran, pengakuan 
maupun kewajiban entitas pemerintah yang harus dilaporkan dalam bentuk 
laporan keuangan (Bastian, 2001). Fadilah (2013) dalam penelitiannya 
membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola 
keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Safwan (2013) 
dalam penelitiannya menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap tujuan 
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian ringkas beberapa hasil 
penelitian di atas maka rumusan hipotesis 2 (H2) yaitu: 
H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas 






3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan metode 
penelitian assosiatif di mana penulis akan mencoba menjawab pengaruh antar 
variabel yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang 
kemudian akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Pengujian penelitian 
menggunakan pengujian hipotesis (hyphotesis testing), yaitu memerlihatkan sifat 
dari hubungan variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian ini. 
Pengaturan penelitian dilakukan secara alamiah (non-contrived setting) melalui 
penelitian lapangan (field research) menggunakan survei terhadap responden. 
Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross-sectional di mana data hanya 
dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada 6 (enam) dinas daerah dan bagian keuangan 
Setda Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian adalah pada bulan 
Maret - Mei tahun 2014. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data 
yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Sugiyono, 
2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah 6 (enam) dinas daerah dan bagian 






Menurut Sugiyono (2013:81) sampel diartikan adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
memilih kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan yang berada di 
6 (enam) dinas daerah dan bagian keuangan Setda Kota Baubau yang nantinya 
akan memberikan tanggapan atas kuesioner yang diberikan.  
 
Tabel 3.1 Daftar Sampel 
No Nama Kantor Jumlah 
1 Bagian Keuangan Setda Kota Baubau 31 
2 Dinas Kesehatan 10 
3 Dinas Pendidikan 8 
4 Dinas Pekerjaan Umum 7 
5 Dinas Pendapatan 10 
6 Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan 
Transmigrasi 
3 
7 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 
Jumlah sampel 73 
Sumber: Data Primer, Diolah 2014 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh 
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi 




penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan 
kepada responden pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan 
(library research) dan mengakses website  maupun situs-situs.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, 
maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Adapun isi kuesionher sebagai 
instrumen penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas: 
a. Profil responden, meliputi: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
jabatan, dan masa kerja. 
b. Daftar pertanyaan kuesioner, meliputi pertanyaan mengenai variabel 
penelitian. Variabel menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat 
variabel merupakan alat dan sarana untuk melakukan pengukuran. 
Kuesioner yang saya gunakan merupakan kuesioner yang diadopsi dan 
dimodifikasi dari beberapa peneliti sebelumnya disesuaikan dengan kondisi 
dan peraturan dari daerah penelitian yang terdiri atas tiga bagian 
pertanyaan. Bagian pertama yaitu untuk mengukur sistem pengendalian 
intern pemerintah yang diadaptasi dari Zalni (2013). Bagian kedua yaitu 




Bagian ketiga yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang 
diadaptasi dari Suprayogi (2010). 
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan memelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang 
diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memeroleh 
landasan teoritis untuk melakukan pembahasan. 
3. Mengakses website dan situs-situs, digunakan untuk mencari website maupun 
situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam 
penelitian. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Peneliitan ini menggunakan dua variabel, yakni: 
1. Variabel Bebas atau Independent Variable (X) yaitu sistem pengendalian 
intern pemerintah (X1) dan kompetensi sumber daya manusia (X2). 
2. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) yaitu efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
3.6.2 Definisi Operasional 
Sistem pengendalian intern pemerintah (X1) adalah proses untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Kompetensi 
sumber daya manusia (X2) sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan 
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah keberhasilan pengelolaan keuangan 
daerah agar mencapai tujuannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian 






Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel X1 
 













a. Penegakan integritas dan nilai etika 
b. Komitmen terhadap kompetensi 
c. Kepemimpinan yang kondusif 
d. Struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab 
f. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
SDM 
g. Peran aparat pengawasan yang efektif 
h. Hubungan kerja yang baik 
 2. Penilaian 
Risiko 
a. Identifikasi Risiko 
b. Analisis Risiko 
 3. Kegiatan 
pengendalian 
a. Reviu kinerja instansi pemerintah 
b. Pembinaan SDM 
c. Pengendalian pengelolaan sistem 
informasi 
d. Pengendalian fisik atas aset 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan 
ukuran kinerja 
f. Pemisahan fungsi 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang 
penting 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu 
atas transaksi dan kejadian 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan 
pencatatannya 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya 
k. Dokumentasi sistem pengendalian intern 
serta transaksi dan kejadian penting 
 4. Informasi dan 
Komunikasi 
a. Penyelengggaraan komunikasi atas 
informasi secara efektif 
b. Pengelolaan, pengembangan, dan 
pembaharuan sistem informasi 
 5. Pemantauan a. Pemantauan berkelanjutan 
b. Evaluasi terpisah 
c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan 
reviu lainnya 




Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel X2 
 









a. Pengetahuan mengenai keuangan dan 
pengetahuan yang terkait lainnya 
b. Pengetahuan mengenai kegiatan 
organisasi dan bisnis 
c. Pengetahuan di bidang teknologi 
informasi 
 2. Keahlian a. Keahlian intelektual 
b. Keahlian teknis dan fungsional 
c. Keahlian personel 
d. Keahlian komunikasi dan intrapersonal 
e. Keahlian berorganisasi dan manajemen 
bisnis 
 3. Perilaku 
Individu 
a. Berkomitmen pada kepentingan publik 
dan sensitivitas terhadap tanggung jawab 
sosial 
b. Berkomitmen pada pengembangan 
berkelanjutan dan belajar seumur hidup 
c. Berkomitmen pada kepercayaan, 
tanggung jawab, respek dan kehormatan 
d. Komitmen pada hukum dan regulasi 
Sumber: Hutapea dan Thoha (2008:28)  
 
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel Y 
 














a. Pemerintah Daerah 
memertanggungjawabkan keuangannya 
kepada lembaga/orang yang 
berkepentingan sah 
b. Unsur-unsur penting dalam 
tanggungjawab mencakup keabsahan dan 
pengawasan 




Keuangan daerah harus ditata sedemikian 
rupa sehingga mampu melunasi semua 
ikatan keuangan, jangka pendek maupun 
jangka panjang 
 3. Kejujuran a. Urusan keuangan harus diserahkan pada 
pegawai yang jujur 





Lanjutan Tabel 3.4 
Variabel Subvariabel Indikator 




Keuangan daerah harus ditata sedemikian 
rupa sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan pemerintah daerah dengan 
biaya yang serendah-rendahnya dan dalam 
waktu yang secepat-cepatnya. 
 5. Pengendalian a. Petugas keuangan pemerintah daerah 
harus melakukan pengendalian agar 
semua tujuan tersebut dapat tercapai 
b. Petugas keuangan daerah harus 
mengusahakan mendapat informasi yang 
diperlukan untuk memantau pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran untuk 
kemudian dibandingkan dengan rencana 
dan sasaran 
Sumber: Halim (2004:84) 
3.7  Instrumen Penelitian 
3.7.1 Skala Pengukuran 
Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran sistem pengendalian 
intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan kuesioner yang terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama kuesioner ini 
berisi pertanyaan mengenai identitas responden yang menanyakan mengenai 
nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja. Bagian 
kedua dari kuesioner berisi pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) yang diambil dari Zalni (2013). SPIP menggunakan 15 item 
pertanyaan dengan 5 poin yaitu: (1) tidak pernah, (2) pernah, (3) kadang-kadang, 
(4) sering, dan (5) selalu. Bagian ketiga dari kuesioner berisi pernyataan 
mengenai kompetensi sumber daya manusia yang diambil dari Fadilah (2013) 
menggunakan 9 item pertanyaan dengan 5 poin yaitu: (1) tidak pernah, (2) 




kuesioner berisi pertanyaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang 
diambil dari Suprayogi (2010) menggunakan 9 item pertanyaan dengan 5 poin 
yaitu: (1) tidak pernah, (2) pernah, (3) kadang-kadang, (4) sering, dan (5) selalu. 
3.7.2 Uji Kualitas Data 
Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang dipakai untuk 
mengumpulkan data penelitian tidak memilik reliability (tingkat keandalan) dan 
validity (tingkat keabsahan) yang tinggi. Uji validitas dan realibilitas dalam 
penelitian ini menggunakan software aplikasi statistik Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versi 20. 
3.7.2.1 Uji Validitas 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 
data yang valid adalah data ‘yang tidak berbeda’ antara data yang dilaporkan 
oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian 
(Sugiyono, 2013:267). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan 
secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan 
dengan skor total dengan menggunakan metode Product Moment Pearson 
Correlation. Data dinyatakan valid jika nila r-hitung yang merupakan nilai dari 
Corrected Item-Total Correlation > r-tabel pada signifikansi 0.05 (5%). 
3.7.2.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 
temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel 
apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang 
sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, 
atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak 




dengan menggunakan cronbach’s alpha. Syarat minimum yang dianggap 
memenuhi syarat adalah kalau koefisien alpha cronbach’s yang didapat 0,6. Jika 
koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut 
dinyatakan tidak reliabel. 
 
3.8 Teknik Analisis Data  
3.8.1 Uji Asumsi Klasik 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat, variabel bebas atau keduanya memunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal 
(Ghozali,2001). 
Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 
normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 
sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Menurut Ghozali 
(2001) dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah: 
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
3.8.1.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2001). Model 




Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 
sama dengan nol. 
Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi adalah melihat dari nilai Variance 
Inflation Factor (VIF), dan nilai tolerance. Apabila nilai tolerance mendekati 1, 
serta nilai VIF di sekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model 
regresi (Santoso,2000). 
3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain (Ghozali,2001). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di-standardized (Ghozali,2001). Sedangkan dasar 
pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2001): 
a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 
(bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 
terjadi heteroskedastisitas. 
b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3.8.2 Uji Hipotesis 
3.8.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 




koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001). 
3.8.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
Untuk menganalis hipotesis pada penelitian ini digunakan metode 
statistika. Seluruh perhitungan statistik digunakan bantuan program SPSS. 
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 
(5%). Model yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 adalah 
model regresi linear berganda. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian 
intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan digunakan model persamaan sebagai berikut: 
Y = a + β1x1 + β2x2       (1) 
Keterangan: 
Y = efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
a = konstanta 
β1  = koefisien regresi untuk variabel independen SPIP 
β2 = koefisien regresi untuk variabel independen kompetensi SDM 
x1 = sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 
x2 = kompetensi sumber daya manusia (SDM) 
3.8.2.3 Uji t  
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 
(Ghozali, 2001). Langkah-langkah Uji Hipotesis untuk koefisien regresi adalah: 




H0 : β1 = 0  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 
bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat (Y). 
H1 : β0 ≠ 0  Ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas 
(X1,X2) terhadap variabel terikat (Y). 
2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat 
kebebasan 
a. Taraf signifikansi  = 5% (0,05) 
b. Derajat kebebasan  = (n-1-k) 
3.8.2.4 Uji F 
Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien determinasi 
majemuk dalam populasi, R2, sama dengan nol. Uji signifikansi meliputi 
pengujian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan, serta koefisien 
regresi parsial spesifik. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan 
statistik F. Statistik uji ini mengikuti distribusi F dengan derajat kebebasan k dan 
(n-k-1) (Malhotra, 2006). Jika hipotesis nol keseluruhan ditolak, satu atau lebih 
koefisien regresi majemuk populasi memunyai nilai tak sama dengan 0. 
Uji F parsial meliputi penguraian jumlah total kuadrat regresi Ssreg menjadi 
komponen yang terkait dengan masing-masing variabel independen. Dalam 
pendekatan yang standar, hal ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa 
setiap variabel independen telah ditambahkan ke dalam persamaan regresi 
setelah seluruh variabel independen lainnya telah disertakan. Kenaikan dari 
jumlah kuadrat yang dijelaskan, yang disebabkan oleh penambahan sebuah 
variabel independen Xi , merupakan komponen variasi yang disebabkan variabel 
tersebut dan disimbolkan dengan SSxi . Signifikansi koefisien regresi parsial 







4.1 Deskripsi Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan 
sampel yaitu kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan yang 
berada di 6 (enam) dinas daerah dan bagian keuangan Setda Kota Baubau. 
Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 18 
Maret – 8 April  2014. Dari 73 kuesioner yang disebar terdapat 63 kuesioner yang 
diterima kembali. 
Dari jumlah kuesioner tersebut, tidak terdapat cacat dan tidak terisi. 
Sehingga kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 63 eksemplar. 
Adapun rincian pendistribusian kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel 4.1 Daftar Kuesioner Yang Kembali 
 
No Nama Kantor Jumlah 
1 Bagian Keuangan Setda Kota Baubau 26 
2 Dinas Kesehatan 7 
3 Dinas Pendidikan 8 
4 Dinas Pekerjaan Umum 6 
5 Dinas Pendapatan 9 
6 Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan 
Transmigrasi 
3 
7 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 
Jumlah sampel 63 







Tabel 4.2 Ikhtisar Distribusi Kuesioner Yang Kembali dan Dapat Diolah 
No Keterangan Jumlah 
Kuesioner 
Persentase 
1 Distribusi Kuesioner 73 100 % 
2 Kuesioner yang kembali 63 86% 
3 Kuesioner yang tidak kembali 10 14% 
4 Kuesioner yang cacat 0 0% 
5 Kuesioner yang dapat diolah 63 86% 
n sampel = 73 
Responden Rate = (73/63) x 100 % = 86 % 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
4.1.1 Karakteristik Responden 
Responden terdiri dari kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai 
keuangan yang berada di 6 (enam) dinas daerah dan bagian keuangan Setda 
Kota Baubau. Selanjutnya, sebanyak 63 kuesioner yang dikembalikan oleh 
responden, dan dapat dipergunakan dalam pengolahan data. Adapun 
karakteristik responden sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Karakteristik Responden 
Jumlah Sampel Frekuensi Persentase 
63 100% 
Jenis Kelamin Pria 29 46% 
Wanita 34 54% 
Tingkat Pendidikan SMA 14 22% 
D3 9 14% 
S1 34 54% 
S2 6 10% 
Masa Kerja < 5 Tahun 21 33% 
> 5 Tahun 42 67% 




4.2 Uji Kualitas Data 
4.2.1 Uji Validitas Data  
Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 
mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen dikatakan valid ketika 
instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini 
menggunakan Corrected Item-Total Correlation yaitu dengan menghitung 
korelasi antara butir instrumen dengan skor total. Analisis ini dilakukan dengan 
mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah 
penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi 
signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 
dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkapkan. Adapun hasil uji 
validitas masing-masing data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel SPIP 
 
No Pertanyaan r hitung r tabel  Keterangan 
1 Q1 0,409 0,244 valid 
2 Q2 0,457 0,244 valid 
3 Q3 0,585 0,244 valid 
4 Q4 0,283 0,244 valid 
5 Q5 0,460 0,244 valid 
6 Q6 0,527 0,244 valid 
7 Q7 0,712 0,244 valid 
8 Q8 0,460 0,244 valid 
9 Q9 0,536 0,244 valid 
10 Q10 0,610 0,244 valid 
11 Q11 0,409 0,244 valid 
12 Q12 0,532 0,244 valid 
13 Q13 0,360 0,244 valid 
14 Q14 0,529 0,244 valid 
15 Q15 0,737 0,244 valid 




Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 
No Pertanyaan r hitung r tabel  Keterangan 
1 Q1 0,675 0,244 valid 
2 Q2 0,482 0,244 valid 
3 Q3 0,323 0,244 valid 
4 Q4 0,699 0,244 valid 
5 Q5 0,544 0,244 valid 
6 Q6 0,574 0,244 valid 
7 Q7 0,745 0,244 valid 
8 Q8 0,511 0,244 valid 
9 Q9 0,731 0,244 valid 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas PKD 
No Pertanyaan r hitung r tabel  Keterangan 
1 Q1 0,382 0,244 valid 
2 Q2 0,490 0,244 valid 
3 Q3 0,570 0,244 valid 
4 Q4 0,593 0,244 valid 
5 Q5 0,392 0,244 valid 
6 Q6 0,714 0,244 valid 
7 Q7 0,821 0,244 valid 
8 Q8 0,519 0,244 valid 
9 Q9 0,448 0,244 valid 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa seluruh item 
pertanyaan yang digunakan telah valid, yang ditunjukkan dengan nilai masing- 
masing item pertanyaan lebih besar dari rtabel = 0,244 (nilai rtabel untuk n = 63). 
4.2.2 Uji Reliabilitas Data 
Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil dari Cronbach’s Alpha 




reabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai 
berikut: 




SPIP (X1) 0,860 reliabel 
Kompetensi SDM (X2) 0,854 reliabel 
Efektivitas PKD (Y) 0,834 reliabel 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memunyai Cronbach 
Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,600 sehingga dapat dikatakan semua 
konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel 
sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 
tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 
 
4.3 Analisis Data dan Pembahasan 
4.3.1 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1.1 Uji Normalitas 
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik P-P 
Plot untuk pengujian residual model regresi yang tampak pada gambar 4.1 
berikut. 
 
Gambar 4.1 Grafik Hasil Pengujian Normal Probability Plot 




Grafik normal probability plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 
asumsi normalitas. 
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel (Ghozali, 2001). 
Untuk dapat menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam model 
regresi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 
Factor) dan tolerance, serta menganalisis matrix korelasi variabel-variabel bebas. 
Adapun nilai VIF dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini. 
 
Tabel 4.8 Pengujian Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 




a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
Tabel 4. 9 Matrix Korelasi Variabel Independen 
Correlations 




Correlation 1,000 -,076 
Significance (2-tailed) . ,559 
Df 0 60 
Kompetensi SDM 
Correlation -,076 1,000 
Significance (2-tailed) ,559 . 
Df 60 0 




Tabel 4.8 Terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih 
besar dari 10 dan nilai tolerance yang lebih kecil dari 10%, sedangkan matrix 
korelasi variabel independen, terlihat dari tabel 4.9, bahwa variabel bebas 
memiliki nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (α=5%). Sehingga dari 
hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 
antar variabel bebas dalam model regresi. 
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain (Ghozali,2001). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di-standardiized (Ghozali,2001). Uji 
heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (scatterplot) seperti 
tampak pada Gambar 4.2 berikut.  
 
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 




Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak 
membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 
di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi-asumsi normalitas, 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi dari 
model ini. 
4.3.2 Uji Hipotesis 
4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2001). Nilai koefisien 
determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini: 
 
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,652a ,426 ,406 4,685 
a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP 
      Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat 
diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 
0,426. Hal ini berarti 42,6% efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat 
dijelaskan oleh variabel SPIP dan kompetensi SDM, sedangkan sisanya 57,4 % 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel 






4.3.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 
tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS for Windows versi 20. Ringkasan hasil pengolahan data dengan 
menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut: 
 












Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,555 6,127  -,091 ,928   
SPIP ,346 ,067 ,517 5,202 ,000 ,969 1,032 
Kompetensi 
SDM 
,461 ,145 ,316 3,181 ,002 ,969 1,032 
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari 
persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 
Y = -0,555 + 0,517 X1 + 0,316 X2 
Keterangan : 
Y  = Efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
X1 = Variabel SPIP 






4.3.2.3 Uji t 
Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen (sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber 
daya manusia) secara individual dalam menerangkan variabel dependen 
(efektivitas pengelolaan keuangan daerah). Hasil uji t pada penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel 4.11. 
a. Variabel SPIP 
H0 : b1 = 0     : SPIP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
Ha : b1 > 0     :  SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah 
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 (SPIP) 
diperoleh dengan t hitung = 5,202 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 
menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil 
dari tarif 5 %, yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 
hipotesis pertama diterima. 
b. Variabel kompetensi SDM 
H0 : b2 = 0      : Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
Ha : b2 > 0      : Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (Kompetensi 
SDM) diperoleh t hitung =  3,181 dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan 
menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 
bawah taraf 5 %, yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 




Dari hasil regresi linear berganda dan uji t pada tabel 4.11 menunjukkan 
bahwa kedua koefisien regresi tersebut bertanda positif dan signifikan. Dari 
model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagi berikut: 
1. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X1) memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) 
dengan nilai regresi 0,517 dan nilai t hitung = 5,202 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. 
2. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan 
nilai regresi 0,316 nilai t hitung = 3,181 dengan tingkat signifikansi 0,002. 
4.3.2.4 Uji F 
Hasil perhitungan parameter model regresi secara bersama-sama 
diperoleh pada tabel 4.12 berikut ini: 
 
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 975,232 2 487,616 22,220 ,000
b
 
Residual 1316,705 60 21,945   
Total 2291,937 62    
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP 
Sumber: Data primer, diolah 2014 
 
Uji F dipergunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel 
independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). 




a. H0 : b1, b2 = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari sistem 
pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. 
b. Ha : b1,b2 > 0 berarti ada pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian 
intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan. 
c. Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 
terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik 
menunjukkan nilai F hitung = 22,220 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 
berarti bahwa secara bersama-sama sistem pengendalian intern pemerintah 
dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
4.4 Pembahasan 
4.4.1 Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah 
Hipotesis 1 penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 
pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah dengan nilai thitung = 5,202 dan nilai signifikansi 0,000. 
Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa semakin baik sistem pengendalian 
intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya 
pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Hal ini sejalan dengan Amien (2010) 
menyatakan bahwa efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 
dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, 




secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai 
atas terciptanya tujuan instansi, aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Suprayogi (2010) yang menemukan sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dilihat dari 
distribusi frekuensi, sistem pengendalian intern pemerintah telah terlaksana 
dengan baik. Dalam kenyataannya sistem pengendalian intern pemerintah untuk 
menghasilkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah memadai. 
4.4.2 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah 
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa 
hipotesis 2 berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya 0,002 dan nilai thitung = 
3,181. Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah adalah semakin berkompeten sumber daya 
manusia maka pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Hal ini konsisten 
dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004), bahwa setiap bagian dalam 
pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. 
Begitupun bagian keuangan yang harus disi oleh sumber daya manusia yang 
memiiki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal inilah 
yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan 
kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan 




Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 
dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan 
yang menunjukkan nilai rerata TCR 82,6% (lihat lampiran 3) itu artinya secara 
keseluruhan responden setuju bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepala sub bagian keuangan 
dan staf pegawai keuangan yang berada di 6 (enam) dinas daerah dan bagian 
keuangan Setda Kota Baubau saat ini memiliki sumber daya manusia yang 
kompeten. Pegawai yang menduduki posisi pengelola keuangan mengetahui 
bidang ilmu sesuai dengan posisinya, karena seorang pegawai akan berperan 
dalam menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan daerah yang efektif 








Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan berikut ini: 
1. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan 
maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik 
sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang 
diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan 
semakin buruk. Hal ini didukung oleh unsur-unsur sistem pengendalian 
intern pemerintah yang digunakan dalam pencapaian tujuan yaitu lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pemantauan.    
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin kompeten sumber daya manusia maka efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya 
manusia yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah juga akan buruk. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan 
kemampuan individu dalam melaksanakan tugas. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 





1. Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan 42,6% 
sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. 
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa 
dilengkapi dengan metode observasi.  
 
 5.3 Saran 
Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan 
memunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. 
Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memerluas daerah penelitian dan 
memerbanyak jumlah responden. 
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel 
penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti teknologi 
informasi akuntansi, pengawasan fungsional, dan lain-lain. 
3. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara langsung, 
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Makassar, 17 Maret 2014 
 
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner  
 
Dengan hormat,  
Saya yang mengirim kuesioner ini:  
Nama  : Siti Nurjannah Saleba  
Status  : Mahasiswi Program Sarjana Ekonomi-Akuntansi Universitas 
Hasanuddin-Makassar  
Alamat : Jl. Damai Pondok Hany Kompleks Unhas Tamalanrea, Makassar 90245  
 
Sehubungan dengan penelitian ilmiah guna menyusun skripsi Program 
Sarjana Ekonomi-Akuntansi, saya memerlukan informasi untuk mendukung 
penelitian yang sedang saya lakukan. Informasi yang saya peroleh melalui 
respon Bapak/Ibu/Sdr dalam mengisi kuesioner yang dilampirkan akan sangat 
membantu saya dalam menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern 
pemerintah dan kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah.  
Informasi yang saya terima tidak disajikan dalam bentuk spesifik seperti 
jawaban Bapak/Ibu/Sdr sehingga sesuai etika penelitian, saya akan menjaga 
kerahasiaan jawaban.  
Setelah kuesioner tersebut diisi, Bapak/Ibu/Sdr cukup menyerahkannya 
kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian kantor ini. Saya sangat 
mengharapkan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan 
waktu guna mengisi kuesioner ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya 
menyampaikan terima kasih.  
Hormat saya,  
 







Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan dalam kuesioner ini akan 
dirahasiakan 
 
Apabila Bapak/Ibu/Sdr memiliki pertanyaan mengenai kuesioner ini, dapat 
menghubungi: 
Nama   : Siti Nurjannah Saleba 
Telp.  : 085241608338 / 085756649948 
Email  : jannah.saleba@gmail.com 
 
Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner penelitian ini, semua informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan dalam 






















A. PROFIL RESPONDEN 
Bapak/Ibu/Sdr dimohon untuk mengisi data demografi pada kotak di sebelah 
pertanyaan atau memberikan tanda checklist (√) pada bagian yang telah 
disediakan. 
 
1. Nama responden   : .................................. (boleh dikosongkan) 
2. Umur    : ..................................  
3. Jenis kelamin   :       Laki-Laki              Perempuan 
 
4. Tingkat Pendidikan  :       S1      S2  S3                           
        D3                SMA           Lain-lain 
 
5. Jabatan   : ............................... 
6. Masa Kerja   :       < 5 tahun 
        > 5 tahun 
              
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
  
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda “√” pada setiap 
pertanyaan dengan: TP = Tidak Pernah, P = Pernah, KK = Kadang-Kadang, SR 
= Sering, S = Selalu. 
NO PERTANYAAN SL SR KK P TP 
  LINGKUNGAN PENGENDALIAN           
1 
Instansi memiliki kode etik tertulis dan semua aparat 
mengetahuinya 
     
2 
Adanya contoh dari pimpinan untuk berperilaku etis 
dengan mengikuti kode etik 
     
3 
Satuan pengawasan intern terdiri dari staf yang 
kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan 
perubahan 
     
4 Pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik      
5 
Adanya metode penilaian/pengukuran risiko dan 
sistem informasi manajemen risiko 
     
6 
Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi 
risiko 
     
7 
Adanya pengendalian intern dan manajemen terhadap 
risiko 
     
8 
Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas yang 
memadai 
     
9 
Adanya otorisasi yang sesuai dan memadai atas 
aktivitas 
     
  
  








Adanya pemeriksaan yang independen terhadap 
kinerja 
     
11 
Kurangnya identifikasi dan pengkomunikasian 
informasi agar tangggung jawab dapat dilaksanakan 
     
12 
Adanya sistem informasi yang berfungsi dengan baik 
dapat membantu meyakinkan bahwa tanggung jawab 
telah dilaksanakan 
     
13 
Kebijakan bahwa informasi harus disajikan dalam 
bentuk laporan keuangan supaya dapat 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 
memerlukan sulit diterapkan 
     
14 
Adanya pengawasan secara terus menerus dan 
periodik 
     
15 
Adanya pengawasan untuk menilai kualitas 
pengendalian intern 
     
 
2. Kompetensi SDM 
Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda “√” pada setiap 
pertanyaan dengan: TP = Tidak Pernah, P = Pernah, KK = Kadang-Kadang, SR 
= Sering, S = Selalu. 
 
NO PERTANYAAN SL SR KK P TP 
  PENGETAHUAN           
1 
Saya memiliki pengetahuan mengenai teori keuangan 
dan pengetahuan lainnya yang terkait dengan 
pekerjaan saya dengan baik 
     
2 
Saya memiliki pengetahuan mengenai kegiatan 
organisasi dan bisnis dalam bidang pekerjaan yang 
saya dilakukan 
     
3 
Saya dapat mengoperasikan komputer dan teknologi 
informasi lainnya  
     
4 
Saya memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik 
dalam melaksanakan pekerjaan 
     
5 
Saya menjaga komunikasi antara saya dan rekan kerja 
karena dapat membantu penyelesaian pekerjaan saya 
dengan cepat 
     
6 
Beban tugas yang diberikan kepada saya dapat saya 
selesaikan dengan baik 
     
7 
Saya mampu bekerja sama dengan anggota tim 
dimana saya berada 
     
8 
Saya memiliki semangat yang kuat dalam 
berkompetesi untuk mencapai hasil yang baik 
     
9 
Saya dapat mematuhi aturan yang berlaku di dalam 
pekerjaan saya  





3. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda “√” pada setiap 
pertanyaan dengan: TP = Tidak Pernah, P = Pernah, KK = Kadang-Kadang, SR 
= Sering, S = Selalu. 
 
NO PERTANYAAN SL SR KK P TP 
  TANGGUNG JAWAB           
1 
Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi 
semester pertama pelaksanaan APBD       
2 
Anggaran daerah yang disusun mudah diakses oleh 
masyarakat      
3 
Semua manfaat yang bernilai uang merupakan 
pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD      
4 
Urusan keuangan diserahkan pada pegawai yang jujur 
yang tidak memiliki catatan pernah berbuat curang      
5 
Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti 
yang lengkap dan sah       
6 
Keuangan daerah ditata sedemikian rupa sehingga 
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan 
biaya yang rendah dan waktu yang cepat 
     
7 
Masyarakat telah merasakan dampak positif dari 
keberhasilan anggaran daerah      
8 
Petugas keuangan pemerintah daerah harus 
melakukan pengendalian agar tujuan instansi dapat 
tercapai 
     
9 
Petugas keuangan daerah harus mengusahakan 
mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau 
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran untuk 
kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran 







LAMPIRAN 3  
SKORING KUESIONER 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
No 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintan (X1) Total 
Rata-
rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  
1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 54 3,60 
2 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 61 4,07 
3 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 55 3,67 
4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3 4 1 4 4 59 3,93 
5 4 5 4 5 3 2 2 4 4 3 4 4 1 5 5 55 3,67 
6 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 62 4,13 
7 5 4 3 5 3 3 3 2 5 5 4 5 5 5 3 60 4,00 
8 5 4 3 5 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 3 58 3,87 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 71 4,73 
10 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 49 3,27 
11 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 71 4,73 
12 5 4 3 1 4 1 2 3 2 2 2 3 1 4 3 40 2,67 
13 1 4 3 5 4 2 1 4 2 4 4 2 4 4 2 46 3,07 





15 2 4 3 1 4 2 1 4 2 4 4 2 4 4 2 43 2,87 
16 3 2 4 5 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 54 3,60 
17 3 2 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 54 3,60 
18 3 2 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 54 3,60 
19 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 71 4,73 
20 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 48 3,20 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00 
22 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 67 4,47 
23 5 5 5 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 63 4,20 
24 2 4 5 4 3 3 4 2 4 5 5 5 4 2 4 56 3,73 
25 4 5 5 5 5 2 2 5 2 5 1 5 5 5 5 61 4,07 
26 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 71 4,73 
27 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 5 64 4,27 
28 3 4 5 3 2 3 1 5 3 2 3 3 3 3 3 46 3,07 
29 5 5 3 5 2 2 4 2 2 3 5 5 3 3 3 52 3,47 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5,00 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5,00 
32 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 1 4 4 60 4,00 





34 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 40 2,67 
35 2 5 2 5 2 5 2 2 2 2 2 5 4 4 4 48 3,20 
36 5 5 2 5 2 2 2 5 5 3 3 4 2 2 2 49 3,27 
37 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 68 4,53 
38 5 5 2 5 2 2 2 5 5 3 3 4 3 3 3 52 3,47 
39 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 4,73 
40 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 4,73 
41 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 4,73 
42 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 68 4,53 
43 5 5 4 2 1 5 5 3 3 4 5 4 1 5 4 56 3,73 
44 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 70 4,67 
45 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 71 4,73 
46 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 69 4,60 
47 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 70 4,67 
48 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 3 5 5 66 4,40 
49 4 3 3 4 5 5 5 3 4 2 5 5 3 3 2 56 3,73 
50 3 4 3 4 5 5 5 3 4 2 5 5 3 3 2 56 3,73 
51 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 58 3,87 





53 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 1 4 4 60 4,00 
54 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 59 3,93 
55 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 62 4,13 
56 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 71 4,73 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00 
58 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 54 3,60 
59 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 61 4,07 
60 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 55 3,67 
61 5 4 3 5 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 3 58 3,87 
62 5 4 3 5 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 3 58 3,87 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 71 4,73 
Rata-rata skor = 3,99 









Kompetensi SDM (X2) 
Total 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 3,67 
2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 4,78 
3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 38 4,22 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 40 4,44 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 4,78 
6 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
7 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
8 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
9 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
10 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 3,78 
11 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4,78 
12 3 2 3 3 2 4 2 5 5 29 3,22 
13 5 2 4 5 3 3 4 5 4 35 3,89 
14 5 2 4 5 3 4 4 5 4 36 4,00 
15 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 4,22 
16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
17 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 4,00 
18 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 4,00 
19 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 4,33 
20 4 4 5 4 5 4 4 5 4 39 4,33 





22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
23 4 2 4 5 4 5 5 5 5 39 4,33 
24 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 4,33 
25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
28 4 4 4 5 5 5 4 5 5 41 4,56 
29 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3,89 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
32 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 4,33 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
34 4 4 4 4 4 5 5 5 5 40 4,44 
35 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 4,67 
36 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 4,33 
37 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
38 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 4,33 
39 5 4 5 5 3 5 5 5 5 42 4,67 
40 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
41 5 4 5 5 3 5 5 5 5 42 4,67 
42 4 4 5 4 5 5 5 5 5 42 4,67 
43 4 2 3 4 4 4 4 4 4 33 3,67 
44 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 4,33 
45 4 4 5 4 5 3 3 4 4 36 4,00 
46 3 4 5 3 3 3 3 4 4 32 3,56 





48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
49 4 3 5 5 4 5 3 3 3 35 3,89 
50 4 3 5 5 4 3 5 3 3 35 3,89 
51 3 3 5 4 5 3 4 4 4 35 3,89 
52 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 4,33 
53 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 4,33 
54 4 4 5 5 5 3 3 4 4 37 4,11 
55 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
56 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4,78 
57 3 3 4 4 4 4 5 5 5 37 4,11 
58 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33 3,67 
59 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 4,78 
60 4 3 5 5 5 4 4 4 4 38 4,22 
61 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
62 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 3,33 
63 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
Rata-rata skor = 4,13 






EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 
No 
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
Total 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
2 5 5 4 5 5 3 5 5 5 42 4,67 
3 5 3 3 4 5 4 3 5 5 37 4,11 
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 4,22 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 4,78 
6 5 3 3 1 5 3 3 4 4 31 3,44 
7 5 3 3 1 5 3 3 4 5 32 3,56 
8 5 3 3 1 5 3 3 4 5 32 3,56 
9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
10 3 1 3 3 5 3 3 5 4 30 3,33 
11 5 5 5 5 5 3 3 5 5 41 4,56 
12 2 1 1 1 3 1 2 5 5 21 2,33 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
14 5 1 3 5 5 3 5 5 5 37 4,11 
15 4 1 4 5 2 4 2 5 2 29 3,22 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
20 4 3 3 4 5 3 3 5 4 34 3,78 
21 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 4,22 
22 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 4,67 





24 4 1 5 5 5 5 5 4 5 39 4,33 
25 5 3 5 5 2 5 5 4 4 38 4,22 
26 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 4,67 
27 4 4 3 5 5 5 5 5 5 41 4,56 
28 5 3 5 3 5 3 3 3 4 34 3,78 
29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
32 5 3 3 5 5 5 4 4 4 38 4,22 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
34 5 5 5 2 2 2 2 2 2 27 3,00 
35 5 5 5 4 2 2 2 2 2 29 3,22 
36 5 5 4 3 3 3 3 3 5 34 3,78 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
38 5 5 4 3 3 3 3 3 5 34 3,78 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
40 5 5 5 3 5 5 5 5 5 43 4,78 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4,89 
43 4 1 3 5 5 5 4 3 3 33 3,67 
44 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
45 5 5 3 5 5 3 5 5 5 41 4,56 
46 5 3 3 3 5 3 3 4 4 33 3,67 
47 5 3 3 3 5 3 3 4 4 33 3,67 
48 5 5 4 5 5 5 5 4 5 43 4,78 





50 3 2 3 2 4 1 1 3 4 23 2,56 
51 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31 3,44 
52 5 5 4 3 3 3 3 3 5 34 3,78 
53 5 3 3 5 5 5 4 4 4 38 4,22 
54 5 4 4 3 5 4 4 3 5 37 4,11 
55 5 3 3 1 5 3 3 4 4 31 3,44 
56 5 5 5 5 5 3 3 5 5 41 4,56 
57 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 4,22 
58 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 3,89 
59 5 5 4 5 5 3 5 5 5 42 4,67 
60 5 3 3 4 5 4 3 5 5 37 4,11 
61 5 3 3 1 5 3 3 4 5 32 3,56 
62 5 3 3 1 5 3 3 4 5 32 3,56 
63 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
 Rata-rata skor = 4,14 









HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 63 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 63 100,0 






N of Items 
,860 15 
 
 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 55,62 73,369 ,409 ,857 
Q2 55,52 74,802 ,457 ,854 
Q3 56,03 70,934 ,585 ,847 
Q4 55,32 76,769 ,283 ,862 
Q5 56,00 72,710 ,460 ,854 
Q6 56,22 71,724 ,527 ,850 
Q7 56,21 67,360 ,712 ,839 
Q8 55,75 74,193 ,460 ,854 
Q9 55,95 72,014 ,536 ,850 
Q10 55,83 71,405 ,610 ,846 
Q11 55,83 74,759 ,409 ,856 
Q12 55,41 74,472 ,532 ,851 
Q13 56,11 71,907 ,360 ,863 
Q14 55,57 74,475 ,529 ,851 







 Mean Std. Deviation N 
Q1 4,19 1,134 63 
Q2 4,29 ,888 63 
Q3 3,78 1,069 63 
Q4 4,49 ,982 63 
Q5 3,81 1,105 63 
Q6 3,59 1,087 63 
Q7 3,60 1,185 63 
Q8 4,06 ,948 63 
Q9 3,86 1,045 63 
Q10 3,98 ,992 63 
Q11 3,98 ,975 63 
Q12 4,40 ,814 63 
Q13 3,70 1,421 63 
Q14 4,24 ,817 63 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 63 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 63 100,0 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 33,17 13,759 ,675 ,829 
Q2 33,57 14,313 ,482 ,848 
Q3 32,86 15,963 ,323 ,869 
Q4 32,95 13,530 ,699 ,826 
Q5 33,05 13,788 ,544 ,842 
Q6 32,92 14,268 ,574 ,839 
Q7 32,97 12,709 ,745 ,819 
Q8 32,76 14,797 ,511 ,845 
Q9 32,89 12,971 ,731 ,821 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Q1 3,97 ,647 63 
Q2 3,57 ,712 63 
Q3 4,29 ,607 63 
Q4 4,19 ,669 63 
Q5 4,10 ,756 63 
Q6 4,22 ,634 63 
Q7 4,17 ,773 63 
Q8 4,38 ,580 63 
Q9 4,25 ,740 63 
 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 63 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 63 100,0 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 32,65 32,747 ,382 ,832 
Q2 33,56 28,283 ,490 ,827 
Q3 33,24 30,184 ,570 ,814 
Q4 33,30 26,859 ,593 ,813 
Q5 32,75 32,289 ,392 ,831 
Q6 33,44 27,477 ,714 ,795 
Q7 33,41 26,504 ,821 ,782 
Q8 32,92 31,494 ,519 ,820 




 Mean Std. Deviation N 
Q1 4,60 ,814 63 
Q2 3,70 1,328 63 
Q3 4,02 ,942 63 
Q4 3,95 1,349 63 
Q5 4,51 ,878 63 
Q6 3,81 1,105 63 
Q7 3,84 1,096 63 
Q8 4,33 ,823 63 







LAMPIRAN 5  

















Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
SPIP ,969 1,032 
Kompetensi SDM ,969 1,032 








Correlation 1,000 -,076 
Significance (2-tailed) . ,559 
df 0 60 
Kompetensi SDM 
Correlation -,076 1,000 
Significance (2-tailed) ,559 . 















 Mean Std. Deviation N 
Efektivitas PKD 37,25 6,080 63 
SPIP 59,81 9,089 63 




 Efektivitas PKD SPIP Kompetensi 
SDM 
Pearson Correlation 
Efektivitas PKD 1,000 ,573 ,408 
SPIP ,573 1,000 ,177 
Kompetensi SDM ,408 ,177 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Efektivitas PKD . ,000 ,000 
SPIP ,000 . ,082 
Kompetensi SDM ,000 ,082 . 
N 
Efektivitas PKD 63 63 63 
SPIP 63 63 63 














a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 


























df1 df2 Sig. F 
Change 
1 ,652a ,426 ,406 4,685 ,426 22,220 2 60 ,000 
a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 975,232 2 487,616 22,220 ,000
b
 
Residual 1316,705 60 21,945   
Total 2291,937 62    
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 








t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,555 6,127  -,091 ,928   
SPIP ,346 ,067 ,517 5,202 ,000 ,969 1,032 
Kompetensi 
SDM 
,461 ,145 ,316 3,181 ,002 ,969 1,032 








Kompetensi SDM 1,000 -,177 
SPIP -,177 1,000 
Covariances 
Kompetensi SDM ,021 -,002 
SPIP -,002 ,004 








Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) SPIP Kompetensi 
SDM 
1 
1 2,979 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,015 13,948 ,04 ,90 ,22 
3 ,006 22,683 ,96 ,10 ,77 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 26,65 44,29 37,25 3,966 63 
Residual -11,948 13,511 ,000 4,608 63 
Std. Predicted Value -2,674 1,773 ,000 1,000 63 
Std. Residual -2,551 2,884 ,000 ,984 63 
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 26,65 44,29 37,25 3,966 63 
Std. Predicted Value -2,674 1,773 ,000 1,000 63 
Standard Error of Predicted 
Value 
,591 1,710 ,990 ,258 63 
Adjusted Predicted Value 27,52 44,87 37,30 3,949 63 
Residual -11,948 13,511 ,000 4,608 63 
Std. Residual -2,551 2,884 ,000 ,984 63 
Stud. Residual -2,579 2,966 -,004 1,007 63 
Deleted Residual -12,216 14,284 -,041 4,828 63 
Stud. Deleted Residual -2,712 3,183 -,002 1,037 63 
Mahal. Distance ,002 7,279 1,968 1,520 63 
Cook's Distance ,000 ,168 ,016 ,028 63 
Centered Leverage Value ,000 ,117 ,032 ,025 63 
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
 
 
